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A.
DASAR PERTIMBANGAN

1. Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, yang memiliki ( 17.500 pulau yang tersebar di lautan dengan luas 75% dari luas teritorial RI.

2. Berdasarkan Konvensi Hukum Laut (UNCLOS) 1982, Indonesia memiliki kedaulatan atas wilayah perairan seluas 3,2 juta km2 yang terdiri dari perairan kepulauan seluas 2,9 juta km2 dan laut teritorial seluas 0,3 juta km2. Selain itu Indonesia juga mempunyai hak eksklusif untuk memanfaatkan sumber daya kelautan dan berbagai kepentingan terkait seluas 2,7 km2 pada perairan ZEE (sampai dengan 200 mil dari garis pangkal).

3. Menurut Pasal 47 Ayat 1 Konvensi Hukum Laut Internasional (UNCLOS) 1982, Negara Kepulauan berhak menarik garis pangkal kepulauan (archipelagic baseline), sebagai dasar pengukuran wilayah perairannya dari titik-titik terluar dari pulau-pulau terluarnya. Hal ini menunjukkan nilai strategis pulau-pulau kecil pada kawasan perbatasan negara sebagai ‘gatekeeper’ wilayah kedaulatan RI. 

4. Kawasan perbatasan sebagai ‘beranda negara’ perlu mendapatkan prioritas penanganan seiring dengan berkembangnya berbagai issues dan permasalahan yang dihadapi. 

5. Pulau-pulau kecil pada kawasan perbatasan laut yang tersebar pada wilayah NKRI seperti diperlihatkan pada Tabel 1 di halaman berikut.

Tabel 1

Sebaran Pulau-Pulau Kecil pada Kawasan Perbatasan Laut

	No
	Propinsi
	Kawasan Perbatasan Laut
	Pulau-Pulau Kecil
	Kota-Kota Orientasi

	1
	Riau
	Kws. Kepulauan Riau  (dengan Singapura dan Malaysia)
	P. Nipah, P. Karimun, P. Nongsa, P. Sentut, P. Pelampong
	Batam, Tg. Balai Karimun, Kuala Enok

	2
	Riau 
	Kws. Kep. Natuna (dengan Malaysia dan China)
	P. Tongkong Malang Biru, P. Tongkong Berlayar, P. Damar, P. Mangklai, P. Sekatung dan P. Subiu Kecil 
	Natuna, Singkawang 

	3
	Kaltim
	Kws. Kep. Nunukan (dengan Malaysia)
	P. Sebatik dan P. Nunukan
	Nunukan, Tarakan

	4
	Sulut
	Kws. Kep. Sangihe – Talaud (dengan Philipina)
	P. Miangas, P. Kawio, P. Batubawaikang, P. Kakarutan, P.  Intata, P. Marote dan P. Marampit
	Tahuna, Manado, Bitung, Beo

	5
	Papua
	Kws. Kep. Diatas Kepala Burung (dengan negara Palau)
	P. Brass, P. Liki, P. Bepondi, P. Fanildo, P. Fani, P. Jiew, P. Budd dan P. Mioussu
	Sorong, Manokwari, Biak

	6
	Maluku
	Kws. Gugus Kep. Leti dan Babar   (dengan Timor Leste)
	P. Meatimiarang, P. Masela, P. Batarkusu, P. Selaru Barat dan P. Asutubun
	Atambua, Kupang

	7
	NTT
	Kws. Kep. Alor dengan Timor Leste dan Australia
	P. Dana dan P. Mangudu 
	Kupang


Sumber : Diolah dari Dept. Kelautan dan Perikanan (2002)

B.
ISSUES DAN PERMASALAHAN KAWASAN PERBATASAN

1. Kesenjangan ekonomi dengan negara tetangga yang semakin tajam dari waktu ke waktu.

2. Pergeseran batas wilayah negara (termasuk patok-patok) yang cenderung merugikan kepentingan ekonomi dan membahayakan kedaulatan RI (misal kasus Sipadan – Ligitan yang telah lepas atau kasus P. Miangas di Kep. Satal – Sulut yang rawan sengketa).

3. Semakin maraknya  illegal fishing, illegal logging, illegal labour dan berbagai penyelundupan lainnya dari kota-kota perbatasan (misal Nunukan – Malaysia, Tahuna – Davao, Batam – Singapura, Dumai – Malaysia, dsb), yang mengakibatkan hilangnya potensi devisa RI yang cukup besar. 

4. Pelayanan prasarana dan sarana wilayah pada pulau-pulau kecil pada kawasan perbatasan laut masih sangat terbatas sehingga kawasan tersebut menjadi relatif terisolir.

5. Potensi ekonomi pulau-pulau kecil pada kawasan perbatasan belum dikembangkan secara optimal, misalnya potensi pengembangan sektor-sektor unggulan, pusat-pusat pertumbuhan, berikut outlet-outletnya. Pada saat ini, sebagian besar kawasan perbatasan laut dapat dikelompokkan status perkembangannya ke dalam  ‘kawasan tertinggal’. 

C.
VISI PENGEMBANGAN KAWASAN PERBATASAN 


Visi Pengembangan Kawasan Perbatasan RI pada dasarnya adalah : 


“Menjadikan kawasan perbatasan sebagai beranda negara dengan mempercepat pembangunan kawasan pusat-pusat pertumbuhan, membuka keterisolasian wilayah dan mengembangkan kerjasama ekonomi sub-regional yang dilakukan secara sinergis dan seimbang dengan perlindungan lingkungan dengan menganut keserasian antara pendekatan keamanan (security) dan pendekatan kesejahteraan masyarakat (prosperity) berbasis karakteristik lokal dengan melibatkan secara aktif pemerintah daerah.” 

D.
KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG KAWASAN PERBATASAN 


Dengan mempertimbangkan issues, permasalahan dan visi pengembangan kawasan, maka kebijakan spasial pengembangan kawasan perbatasan  adalah : 

1. Pengembangan kawasan perbatasan sebagai ‘beranda negara’ termasuk sebagai pintu gerbang menuju dunia internasional (khususnya Asia Tenggara, Pasifik dan Australia)

2. Pengembangan kawasan perbatasan dengan menganut keserasian antara prinsip keamanan (security) dan prinsip kesejahteraan masyarakat (prosperity). 

3. Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan pada  kawasan perbatasan secara selektif yang didukung oleh pusat pelayanan yang memadai (prasarana dan sarana)

4. Peningkatan kerjasama ekonomi sub-regional (KESR) melalui skema BIMP-EAGA, IMS-GT, IMT-GT maupun AIDA


Untuk masing-masing kebijakan, secara ringkas dikembangkan strategi operasionalisasi seperti ditunjukkan pada Tabel 2 di halaman berikut. 

Tabel 2 :

Arahan Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Pulau-Pulau Kecil

di Kawasan Perbatasan

	No
	Kebijakan
	Strategi

	1
	Pengembangan kawasan perbatasan sebagai ‘beranda depan’ sekaligus pintu gerbang menuju dunia internasional 
	· Peningkatan akses menuju kota-kota pesisir yang menjadi orientasi utama pada wilayah NKRI 

· Pengembangan pelayanan penunjang kegiatan perdagangan internasional, baik berskala kecil hingga besar 

	2
	Pengembangan kawasan perbatasan dengan menganut keserasian antara prinsip keamanan (security) dan prinsip kesejahteraan masyarakat (prosperity)
	· Pemanfaatan ALKI untuk kepentingan pertahanan dan perdagangan internasional 

· Penegasan garis batas laut (rambu-rambu) untuk menjamin kepastian hukum laut 

	3
	Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan pada  kawasan perbatasan secara selektif yang didukung oleh pusat pelayanan yang memadai (prasarana dan sarana)
	· Peningkatan prasarana dan sarana penunjang kegiatan sosial – ekonomi masyarakat  (misal untuk permukiman nelayan) 

· Penerapan insentif – disinsentif untuk pengembangan kawasan perbatasan (pembebasan pajak untuk investor, kemudahan perizinan, dsb)

	4
	Peningkatan kerjasama ekonomi sub-regional (KESR) melalui skema BIMP-EAGA, IMS-GT, IMT-GT maupun AIDA
	· Mengembangkan kota-kota perbatasan sebagai pintu- gerbang negara berdasarkan kesepakatan dengan negara tetangga  

· Pengembangan kegiatan ekonomi dengan sebesar-besarnya memanfaatkan sumber daya lokal (SDM, SDA, dan SDB)


E.
INSTRUMEN KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG KAWASAN PERBATASAN 


RTRWN : 

1. Pada saat ini PP No.47/1997 tentang RTRWN tengah direview dengan memperhatikan aspek-aspek : 

· Penanganan kawasan perbatasan sebagai ‘beranda depan’ negara dengan memadukan antara pendekatan pertahanan-keamanan dan kesejahteraan masyarakat

· Sinergitas pengembangan wilayah kelautan dengan daratan secara saling menguntungkan melalui pengembangan kawasan andalan laut dan kota-kota pantai

· Pengembangan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil 

· Penanganan kawasan tertinggal (termasuk pulau-pulau kecil yang terpencil/terisolir) yang terintegrasi dalam kesatuan pengembangan kawasan andalan dan pusat-pusat pertumbuhan 

2. Muatan Review RTRWN : (a) struktur ruang wilayah nasional yang merupakan sistem nasional, (b) pola pemanfaatan ruang wilayah nasional (diantaranya kawasan perbatasan dan kawasan andalan laut) dan (c) kriteria dan pola pengelolaan.

3. RTRWN hasil review menetapkan kawasan perbatasan negara yang memenuhi kriteria penetapan (yaitu : berbatasan langsung dengan negara tetangga, jauh dari pusat pertumbuhan, mempunyai akses yang lebih tinggi kepada negara tetangga serta mempunyai aksesibilitas dan hubungan kerjasama dengan negara tetangga) sebagai kawasan tertentu dengan prinsip pengelolaan sebagai berikut : 

· Mendorong perkembangan kawasan agar dapat mengikuti perkembangan kawasan lainnya di wilayah nasional untuk menghindari disparitas perkembangan 

· Kerjasama dengan negara tetangga untuk memanfaatkan potensi sosial-ekonomi dan sumber daya lainnya 

· Memelihara stabilitas pertahanan dan keamanan negara pada kawasan-kawasan yang mempunyai nilai strategis pertahanan dan keamanan negara 

4. Kawasan pulau-pulau kecil yang diidentifikasi sebagai Kawasan Tertentu Perbatasan Negara dalam RTRWN hasil review adalah : 

· Kaltim  – Sabah/Sarawak (Kws. Nunukan dsk)

· Sangihe-Talaud – Philipina

· Maluku – Timor Leste (Kep. Leti-Babar)

· Maluku Utara – Palau 

· NTT dengan Timor Leste/Australia (Kep. Alor – NTT)

· Riau – Malaysia/Vietnam/Singapura (Kep. Natuna dan Kep. Barelang)

· NAD – India/Thailand 

5. Selain itu, diidentifikasi pula 37 Kawasan Andalan Laut dalam RTRWN hasil review yang berimpit dengan kawasan perbatasan seperti Batam dsk, Kep. Natuna dsk, Cendrawasih dsk, Sorong dsk dan Sawu dsk. 


RTRW Pulau :

1. RTRW Pulau merupakan operasionalisasi RTRWN yang digunakan sebagai : 

· Landasan perwujudan pola dan struktur pemanfaatan ruang nasional pada wilayah pulau 

· Landasan sinkronisasi dan koordinasi program pembangunan lintas wilayah dan lintas sektor 

· Landasan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam secara kolektif lintas wilayah untuk menjamin pemanfaatan yang seimbang antara prinsip-prinsip ekonomi dan lingkungan 

LAMPIRAN

KRONOLOGIS SENGKETA INDONESIA – MALAYSIA

ATAS PULAU SIPADAN DAN LIGITAN

	Tahun
	Peristiwa

	1969
	Sengketa Pulau Sipadan dan Ligitan muncul pertama kali pada perundingan mengenai batas landas kontinen antara RI dan Malaysia di Kuala Lumpur (9-12 September 1969). Hasil Kesepakatan: kedua pihak agar menahan diri untuk tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang menyangkut kedua pulau itu sampai penyelesaian sengketa.

	1970
	Malaysia melakukan tindakan sepihak dengan menerbitkan peta yang memasukkan kedua pulau tersebut ke dalam wilayah nasionalnya, dan beberapa tahun kemudian melakukan pembangunan dan pengelolaan fasilitas-fasilitas wisata di kedua pulau itu.

	1989
	Pembahasan sengketa oleh Presiden RI Soeharto dan PM Malaysia Mahathir Muhammad di Yogyakarta, tahun 1989. Hasil kesimpulan: sengketa mengenai kedua pulau tersebut sulit untuk diselesaikan dalam kerangka perundingan bilateral.

	1997
	Kedua pihak sepakat untuk mengajukan penyelesaian sengketa tersebut ke Mahkamah Internasional dengan menandatangani dokumen "Special Agreement for the Submission to the International Court of Justice on the Dispute between Indonesian and Malaysia concerning the Sovereignty over Pulau Ligitan and Pulau Sipadan" di Kuala Lumpur pada tanggal 31 Mei 1997.

	1998
	Pada tanggal 2 November 1998, kesepakatan khusus yang telah ditandatangani itu kemudian secara resmi disampaikan kepada Mahkamah Internasional, melalui suatu "joint letter" atau notifikasi bersama.

	2000
	Proses argumentasi tertulis ("written pleadings") dari kedua belah pihak dianggap rampung pada akhir Maret 2000 di Mahkamah Internasional. Argumentasi tertulis itu terdiri atas penyampaian "memorial", "counter memorial", dan "reply" ke Mahkamah Internasional.

	2002
	Proses penyelesaian sengketa Pulau Sipadan dan Ligitan di Mahkamah Internasional memasuki tahap akhir, yaitu proses argumentasi lisan  ("oral hearing"), yang berlangsung dari tanggal 3-12 Juni 2002. Pada kesempatan itu, Menlu Hassan Wirajuda selaku pemegang kuasa hukum RI, menyampaikan argumentasi lisannya ("agent’s speech"), yang kemudian diikuti oleh presentasi argumentasi yuridis yang disampaikan Tim Pengacara RI. Mahkamah Internasional kemudian menyatakan bahwa keputusan akhir atas sengketa tersebut akan ditetapkan pada Desember 2002.

	
	Pada tanggal 17 Desember 2002, Mahkamah Internasional di Den Haag menetapkan Pulau Sipadan dan Ligitan menjadi bagian dari wilayah kedaulatan Kerajaan Malaysia atas dasar “efektivitas” karena Malaysia telah melakukan upaya administrasi dan pengelolaan konservasi alam di kedua pulau tersebut. 


Sumber : http://www.kompas.com 
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